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I. Pendahuluan

Di dalam kehidupan sehari-hari,
kesehatan merupakan aspek
kehidupan yang penting dan perlu
diperhatikan. Mengingat. pentingnya
aspek kesehatan dalam kehidupan
manusia, maka peraturan hukum
mengatur secara ketat agar hak-hak

asasi manusia yang menyangkut
kesehatan dihormati oleh siapapun,
termasuk diantaranya oleh dokter atau
tenaga medik lainnya. Di Indonesia
diatur dalam KUHPi KUH Perdala,
Undang-undang No. 9 Tahun 1960
tentang Pokok-Pokok Kesehatan dan
peraturan perundang-undangan lainnya.
Di samping itu, ada juga Kode Etik
Kedokteran yang menjadipedoman etik
dalam menjalankan profesidokter.

Walaupun telah ada peraturan hukum
yang mengatur mengenai tugas-tugas
dokter dalam kaitannya dengan perlin-
dungan terhadap kepentingan-
kepentingan pasien, namun karena se-
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makin meningkatnya kesadaran hukum
masyarakat, terutama menyangkut
hak-haknya dalambidang kesehatan,
perbuatan dokter dan- tenaga medik
lainnya sering menjadi sorotan
masyarakat. Dalam perkembangan-
nya, ternyata tidak hanya sorotan.
mengenaS pelayanan saja, lebih dari itu
juga menyangkut kedudukan pasien
dalam hubungannya dengan dokter.
Selama, ini kedudukan dokter dan
kepentingannya selalu berada dalam
posisi yang menentukan, bahkan
kalau boleh dikatakan istimewa,
sedang pasien selalu ditempatkan
dalam kedudukan yang lemah dan
hampir tidak pernah tahu dan diberi
tahu tentang hak-haknya.

Dengan adanya perkembangan
kesadaran hukum masyarakat,
kedudukan yang tidak mehgun-
tungkan tersebut diperbaiki dan
ditingkatkan kedudukannya^ yaitu •
sebagai subyck hukum yang haius
dihormati hak-haknya. Dalam posisi
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ini pasien berhak untuk mengetahui
dan menentukan apa yang terbaik un
tuk diri dan kesehatannya.

Sebenarnya gugatan terhadap pro-
fesi dokter sudah dilakukan dalam

waktu yang cukup lama, namun dam-
paknya belum cukup berarti. Sejarah
di Negeri Belanda ~ yang banyak
dikutip dalam buku-buku asas hukum
pidana ~ tentang kasus dokter hewan
dengan petani (peternak), yang
terkenal dengan nama "Arrest Dokter
Hewan dari Kota Huizen". Dokter
hewan dibebaskan oleh HR (MA)
karena bertindak sesuai dengan
disiplin ilmunya(Moeljatno, 1982:91).

Gugatan terhadap profesi dokter di
Indonesia mulai menggema sejak
adanya kasus dr. Setianingrum yang
diajukan ke pengadilan karena
disangka melakukan.perbuatan karena
kealpaanyangmenyebabkan matinya
orang. Silang pendapat mengenai
boleh tidaknya menggugat dokter atau
menuntutnya ke pengadilan dapat
dimaklumi, karena profesi dokter
berhubungan erat dengan kesehatan
dan nyawa manusia. Lagi pula,
Undang-Undang Pokok Kesehatan
(UU No. 9 Tahun 1960) sudah
seperempat abad lebih dinilai kurang
antisipatif terhadap perkembangan
dan perubahan sosial yang terjadi
sekarang ini.

Profesi dokter merupakan profesi
yang sangat mulia di antara profesi
lainnya, tetapi dalam melaksanakan
profesi dokter selalu dihadapkan pada
dua kemungkinan, yaitu antara sem-

. buh dan gagal yang dapat
mengakibatkan rusaknya kesehatan
atau matinya pasien. Memilih profesi
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dokter harus berani menanggung
beban yang berat dan tetap menjaga
integritas secara baik agar profesinya
tidak runtuh akibat perbuatannya.
Sebagai manusia biasa, seorang dokter
mempunyai kelebihan dan
kekurangannya, yang kadang-kadang
dapat mengantarkan dirinya ketingkat
terhormat dan bisa jadi sebaliknya.
Oleh karena itu, kritik yang dilon-
tarkan masyarakat haruslah dianggap
sebagai bukti perhatiannya terhadap
profesi yang mulia tersebut, sekaligus
sebagai bahan evaluasi pelaksanaan
profesi dokter.

Dengan banyaknya dokter diajukan
ke pengadilan-karena berbagai kasus
baik perdata maupun pidana—
sehubungan dengan cedera atau kea-
daan yang tidak diinginkan yang ter
jadi akibat tindakan dokter, telah
banyak menimbulkan salah paham
yang mengakibatkan timbulnya
keresahan di kalangan dokter dalam
menjalankan tugasnya. Keprihatinan
di kalangan dokter ini pernah dilon-
tarkan oleh Kartono Muhammad,
yang menyatakan khawatir jika
masalah malapraktek atau pelang-
garan profesi ini akan berkepanjangan
yang dapat menggoyahkan segi
kehidupan masyarakat. Kekawatiran
itu antara lain mengenai tuntutan
terhadap dokter yang makin luas, an
tara lain :

1. Tuntutan malapraktek semata-
mata bertujuan untuk mencari
uang (keuntungan);

2. Dokter-dokter tidak dapat bekerja
dengan tenang karena khawatir
timbulnya resiko dan gugatan;

UNISIA11.XI.1V.1991



3. Biaya atau tarif pelayanan dokter
menjadi mahal akibat resiko tun-
tutan pasien;

4. Dokter akan menghindar dari
pekerjaan yang mengandung resiko
berat atau yang patut dapat
dituntut;

5. Sikap dokter menjadi ceroboh,
angkuh dan tertutup.
(Kompas, 7 Juli 1986: IV).

Sebenarnya kekawatiran ini tidak
akan muncul jika masing-masing
menyadari akan hak dan kewajiban.
Peraturan hukum melindungi tin-
dakan dokter dan juga melindungi
kepentingan pasien. Pasien, menurut
Hermien Hadiati, mempunyai dua
hak, yaitu "the right to self determina
tion and the right to information"
(Ninik Mariyanti, 1988 : 80). Dengan
hadirnya ke dua hak tersebut menim-
bulkan kewajiban bagi dokter untuk
menginformasikan dan meminta
persetujuan setiap tindakan.terhadap
pasien tentang terapi dan
kemungkinan akibat-akibatnya. Maka
dengan informasi tersebut pasien
dapat menentukan pilihannya, yang
terbaik menurutnya. Kesadaran akan
hak-hak pasien inilah, barangkali,
yang menumbuhkan keberaniannya
untuk menggugat dokter atau menun-
tut pelayan yang lebih baik.

Profesi dokter berhubungan dengan
berbagai bidang kehidupan manusia
yang kompleks dan luas, dan meng-
ingat luasnya cakupan profesi dokter
yang berimplikasi pada bidang hukum
perdata, pidana, dan administrasi
maka pembahasan dibatas dalam
spektrum yang lebih sempit, yaitu
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yang berhubungan dengan hukum
pidana.

11. Hubungan Dokter dan Pasien.

Tanggung jawab dokter bersumber
dari hubungan antara dokter dengan
pasien. Dipandang dari sudut hukum
perdata, hubungan antara dokter
dengan pasien adalah hubungan per-
janjian atau kontrak untuk melakukan
jasa. Walaupun hal ini tidak
sepenuhnya benar, karena pada
hakekatnya hubungan dokter dengan
pasien adalah hubungan bersifat
kemanusiaan. Dokter dengan kemam-
puannya dan pengalamannya dalam
mempraktekkan ilmunya diharapkan
dapat memberikan jasanya dalam
rangka penyembuhan penyakit. Pada

mulanya kedudukan pasien dalam
posisi yang lemah, namun dengan ber
bagai peraturan yang ada, posisi pa
sien semakin kuat dengan seperangkat
hak-hak yang harus dihorma'ti oleh
dokter. Semakin kuat di sini maksud-

nya adalah kediidukannya sebagai
pihak yang melakukan hubungan
kontrak.

Hubungan kontrak antara pasien
dengan dokter dasamya adalah keper-
cayaan akan kemampuan dokter, oleh
karenanya pasien selalu mengikuti
perintah dan anjuran dokter. Keper-
cayaan pasien terhadap dokter
tersebut dilandasi pada :

1. Kepercayaan pasien pada
kemampuan dan kecakapan
dokter.

2. Keawaman pasien terhadap profesi
dokter.
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3. Sikap solider antar sejawat dan ber-
sifat isolatif terhadap profesi lain
(Soerjono Soekanto, 1989 : 142).

Kepercayaan dokter tersebut mulai
benibah disebabkan karena semakin
meningkatnya pengetahuan
masyarakat akan hak-haknya, maka
hubungan-hubungannya dengan
dokter juga mulai berubah. Menunit
Soerjono Soekanto, ada beberapa hal
yang menyebabkan terjadinya
perubahan yaitu :

1. Kepercayaan tidak lagi pada dokter
secara pribadi akan tetapi pada
kemampuan ilmu kedokteran.

2. Ada kecenderungan untuk
menyatakan bahwa kesehatan itu
bukan lagi merupakan keadaan
tanpa penyakit, akan tetapi berarti
kesejahteraan fisik, mental dan
sosial.

3. Semakin banyaknya peraturan
yang memberikan perlindungan

hukum bagi pasien. (Soerjono
Soekanto, 1989 ; 142).

Hubungan pasien dengan dokter
tidak semata-mata perjanjian kontrak
pada umumnya melainkan beranjak
dari kepercayaan pasien terhadap
kemampuan dokter yang dengan ilmu
pengetahuan, pengalaman dan
ketrampilannya dapat .menolong
dirinya. Maka hubungan pasien ini
melahirkan hak-hak dan kewajiban
dokter dalam menjalankan pro-
fesinya. Kewajiban dokter tersebut,
menurut E. Amein, adalah :

1. Kewajiban yang berhubungan
dengan fungsi sosial dari
pemeliharaan kesehatan.
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2. Kewajiban yang berhubungan
dengan standar medis.

3. Kewajiban yang berhubungan
dengan tujuan ilmu kedokteran.

4. Kewajiban yang berhubungan
dengan prinisp keseimbangan.

5. Kewajiban yang berhubungan
dengan hak-hak pasien, antara lain;
a. Hak mendapatkan pelayanan

medik dan perawatan.
b. Hak memilih dokter dan rumah

sakit.

c. Hak atas informasi dan

persetujuan.
d. Hak atas rahasia kedokteran.

e. Hak menghentikan pelayanan
medik.

•f. Hak untuk menolak

pengobatan. (Soerjono Soekan
to, 1988 : 102-103).

Mengenai hak atas informasi dan
persetujuan pasien ini disebut dengan
"informed consent", di Indonesia
diatur dalam Peraturan Menteri
Kesehatan RI No. 535 Tahun 1989.

Persetujuan ini penting agar kelak jika
terjadi akibat yang tidak diinginkan
dokter tidak dapat dituntut ke muka
pengadilan.

Persoalan selanjutnya adalah kapan
mulai ada hubungan perjanjian atau
kontrak tersebut ? Menurut Walter G.

Alton, hubungan tersebut mulai sejak
dokter menerima seorang yang selan
jutnya disebut pasien, atau sejak pa
sien mendaftarkan diri dengan
memberikan identitasnya di kantor
dokter dan dokter tidak menolak un

tuk memeriksanya (Walter 0. Alton,
1977 : 24).
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II. Pertanggungjawaban Pidaaa'
Dokter> . >.

Pertahggung jawabandokter dalam
menjalankan profesinya bersumber
dari Kode Etik Kedokteran Indonesia.'
Sedangkan seorang dokter yang menr
jalankan • profesinya, menurut
W.B.van Der Mijn, adalah :
".....pihak yang berdasarkan
perundang-undangan yang ada mem-
punyai wewenang untuk secara man-
did dan bertanggungjawab
melaksanakan ilmu kedokteran
menurut ruang lingkupnya atau
sebagian "dari ruang lingkupnya
tersebut serta memanfaatkan
wewenang tersebut secara nyata"
(Soerjono Soekanto, 1989 : 126). .

Dokter dalam menjalankan pro
fesinya berarti ia berbuat sesuatu
terhadap pasien dalam hubungannya-
dengan pelaksanaan ilmunya. Di luar
cakupan ini berarti, tidak termasuk
kawasan profesinya maka bukan
pelanggaran profesi atau malapraktek.
Pertanggungjawaban pidana dokter
dalam menjalankan-profesinya ber
sumber dari ada tidaknyamalapraktek
atau pelanggaran' Kode Etik
Kedokteran. Adapun Malapraktek
Kedokteran atau "medical
malpractice" menurut Henry Camp
bell Black, diartikan sebagai berikut:

"As applied to physicians and
surgeons, this term means, generally,
profession^ miscounduct, towords a
patient which is considered rep
rehensible either because imihoral in
it self or because contrary to'law or
expressly forbidden by law" (Soerjono
Soekanto, 1987 : 153). f
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Tindakan dokter dalam menangani
pasieiinya haruslah mengikuti standar
profesinya, karena merupakan
keh'arusan setiap perbuatan pro-
fesional bertindak sesuai dengan
norma-norma. ilmunya. Seorang
dokter dapat dikatakan melakukan
kesalahan profesionaPjika menyim-
pang 'dari mekanisme aturan per-
mainan sebagaimana yang telah di-
tentukan dengan tanpa melihat akibat-
akibatnya, misalnya tidak memeriksa,
tidak menilai, tidak berbuat atau
meninggalkan h'al-hal yang akan
diperiksa, dinilai, diperbuat atau di-
tinggalkan oleh para dpkter pada
umumnya, di dalam situasi yang sama.
Singkatnya, dokter dalam melakukan
praktek tidak memenuhi standar yang
ditentukan oleh profesinya..

'Sebagai perbandingan dari rumusan
tersebut perlu dikemukakan rumusan
tentang kesalahan dalam melaksana
kan profesi seperti yang dimuat dalam
Undang-undang No. 6 Tahun 1960
pasal.ll yang mengatur tentang tenaga
kesehatan, walaupun diakui rumusan
yang ada di dalamnya kurang tegas
dan jelas :

"Dengan tidak mengurangi ketentuan-
ketentuan dalam KUHP dan peratur-
an perundang-undangan lain, maka
terhadap tenaga kesehatan, dapat
dilakukan tindakan admihistratif,
dalam ,hal sebagai berikut : ' . '

1. Melalaikan. kewajiban.
2. Melakukan sesuatu hal yang
. sebenamya tidak boleh diperbuat

-oleh seorang tenaga kesehatan, baik
ihengingat sunipah jabatannya
maupun mengingat sumpah sebagai

- tenaga kesehatan.
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3. Mengabaikan sesuatu yang sehanis-
nya dilakukan oleh tenaga kcr

.sehatan.
4. Melanggar ,,suatu ketentuan

meniirut atau berdasarkan undang-
undang.

Jika dibandingkan dengan nimusan
malapraktek muatan pasal ini nampak
lebih sempit dan lebih mengarah pada
persoalan administratif, yaitu ijin
praktek dokter. Pada hal, mala
praktek mempunyai jangkauan yang
lebih lu^ .lagi, bisa menyangkut
masalah perdata, administratif dan
pidana. •

Kapan seorang dokter yang men-
jalankan'profesinya dapatdipersalah;
kah karena melakukari perbuatan
pidaha ?'Sebagaimana diuraikari-di
depan bahwa dokter harus bertindak
sesuai dengan norma-norma 'yang
ditentukan profesinya, jika bertindak
tidak sesuai atau bertentangan dengan
norma-norma profesinya ia dapat
dinyatakan melakukan perbuatan
malapraktek yang selanjutnya dapat
dikenakan ancaman sanksi pidana
sebagaimana yang diatur -dalam
KUHP.

Banyaknya pasal-pasal KUHP yang
dapat menjaring perbuatan dokter
tidak perludicemaskan, karenadokter
sepanjang bertindak sesuai dengan
disiplin ilmunya,' tidaklah • dapat
dipersalahkan. Hal ini sesuai dengan
sejarah KUHP Di Negeri. Belanda,
yang ketika dipertanyakan persoalan
dokter sehubungan dengan profesi
nya, meniirut jawaban pemerintah
(hubungannya dengan pasal-pasal
yang melarang abortus) menyatakan
bahwa "pada umumnya dokter
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dilindungi sepenuhnya jika bertindak'
sesuai dengan aturan ilmunya"
(Handoko Tjondroputranto, t.t:. 19).

. Untuk menentukanj pertanggung-
jawaban pidana dokter tidaklah
mudah, karena terdapat batas-batas
yang membedakan kawasan mana
persoalan tersebut diselesaikan, dan
batas-batas ini kurang tegas mengingat
peraturan perundang-undangan
Indonesia belum mengatur secara

jelas. Untuk mengetahuinya, kita
jelaskan kembali mengenai hubungan
antara pasien; dengan-dokter.yang
menjadi sumber pertanggungjawaban-.
pidana dokter.

Sesuai dengan Peraturan Menteri
Kesehatan (Permenkes)' No. 585
Tahun 1989, yang mengharuskan
dokter dalam meiakiikan tindakan
medis untuk minta persetujuan pasien
atau dikenal -. dengan istilah .:
"informed consent". Persetujuan
pasien ini dapat diberikan baik secara
tertulis maupun tidak tertulis atau
lisan. Terhadap.tindakan medik yang
mengandung resiko' tinggi atau besar
dan invasif disyaratkan adanya per
setujuan tertulis dari pasien. Pasien
harus diberikan informasi yang
mencakup hal-hal, yang berkaitan
dengan penyakitnya, serta keuntungan
dan kerugian dari tindakan medik
yang akan dilakukan.

Pemberian informasi ini penting
artinya karena dokter dalam melak-
sanakan ilmunya atau ' berpraktek
harus ihenghormati kemandirian atau
otonomi pasien. Dalam arti bahwa
setiap manusia mempunyai hak untuk
berpikir dan berbuat sesuatu untuk
dirinya sendiri, terutama mengenai hal
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yang sangat vital bagi manusia, yaitu
kesehatan. Persoalannya,' apakah
setiap tindakan dokter perlu diinfor-
masikan kepada pasien ? Inilah per-
soalan yang harus ada kesepakatan,
balk antara kalangan dokter, dan.
penegak. hukuiti, rnengingat hampir
setiap tindakan dokter dapat dipasti-
kan mengahdiing akibat dan resiko,
baik yang besar maupun yang kecil.

Menurut Permenkes, • informasi
yang diberikan mencakup-keuntungan
dan kerugian dari tindakan inedik.
Sedangkan informasi< mengenai
kerugian ini tentu harus dibatasi, yaitu
sesuai dengan resiko yang dapat.terr
jadiberdasarkan literatur dan
pengalaman sudah dianggap "in
herent" dengan .tindakan. tersebut
(Kartonb Muhammad, 1989).
Mengenai luasnya informasi ter-
gantung'Situasi dan kondisi pasien.
Artinya, keluasan informasi juga
dipengaruhi oleh tingkat pendidikan
seseorang, jpersepsi terhadap dokter
dan persepsl terhadap penyakitnya.

,Pada uniumnya resiko yang perlu
diinformasikan keijada pasien ter-
gantung probabilitas. Jika probabili-
tasnya kecil, pada umumnya tidak
diinformasikan kepada, pasien.
Mengenai hal ini ada dua pendapat.
Pertama, meskipun,.resiko itu berat
sifatnya, misalnya, menimbulkan
kematian, kelumpuhan amu kebutaan,
kalau probabilitasnya^ sangat kecil
tidaic perlu diungkapkan,. Seb^knya^
jika resjko yang ringanpun tapi
probabilitasnya besar, harus di
ungkapkan. Kedua,.resiko yang berat
perlu diungkapkan meskipun probabi
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litasnya kecil (Kartono Muhammad,-
1989). . '

' Dari hubungan antara pasien dengan
dokfer ' tersebut selanju'tnya
dapat ditentukan kapan dokter dalam
menjalankan profesinya dapat diper-.
tanggungjawabkan atau ^persalahkan
sehubungan dengan akibat yang ter-
jadi atau dilarang oleh aturan hukum
pidana yang dialami oleh pasien ?
Tanggungjawab' atau kesalahan
dokter, dalam menjalankan pro
fesinya,- biasanya timbul akibat
kelalaian, walaupun tidak menutup
kemungkinan adanya- unsur'
kesengajaani . ' i ..

Pertanggungjawaban .'pidana
sehubungan dengan adanya unsur
kelalaian barii ada setelah dibuktikaii'
adanya kesalahan' profesional.
Kesalah '̂profesional mungkin dapat
terjadi, menurut Soerjono Soekanto :

"Apabila yang bersangkutan kurang
pengetahuan, kurang pengalaman,
atau kurang pengertian. Dengan
demikian, seor^g dokter melakiikan
kesalahan, apabUa ia tidak memeriksa,
menilai, berb'iiat atau meninggalkan'
hal-hal yang harus diperiksa, dinilai,
diperbuat, ataii ditinggalkan oleh
dokter pada umumnya didalam situasi
yang sama" (Jef Leibo, 1986 : 5).'

Jadi, kesalahan profesional belum
tentu mengakibatkan terjadinya t^g-
gung jawab. hukum pidana, tetapi
tanggungjawab hukum pidana das^-
nya adalah tanggungjawab profe
sional.,Bukti-bukti kesalahan profe
sional atau malapraktek diperoleh d^
Majelis Kode Etik Kedokteran. Yang
perlu ditegaskan di' sini, bahwa
kesalahan 'tersebut harus mempunyai
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hubungan sebab akibat dan m'em-
punyai derajat tertentu patut dicelakaii^
kepada ^pelaku, karena aldbat. bisa
sangat miing^ terjadi kareiia faktor-
faktor Iain. Pertanggungjawaban
pidaina dalam.hubungannya dengan'
kesalahan, prpfesional biasanya
berhubungan dengan niasalah. :
kelalaian (neglegence aUu culpa) danj
persetujuan. dari p^ien yang .ber-
sangkutan (Ninik Maryanti» 1988 :~8).

«• • I ' I

Persoalan ,ptama hams, diajukan,
apakah tindakan dokter terhadap pa-,
sien, baik berupa penyuntik^,
pembedahan — atas dasar.;indikasi>
medik atau bukan dengan persetu-
ju^ pasien atau tidak dengan persetu
juan p^ien» ,dapat (Uaiiggap sebagai
perbiiataii^ melawan hukum atau
m'elangg^ huk'um pidana ? Untuk
menjawab pertanyaan im hams' meng-
gunakan pikiran yang kritis terutama
menyan^ut aspek persetujuan pasien.
Persetiijuah pasien dapat berfuiigsi
sebagai 'sumber peniadaan!' sifat
melawan hukumnya perbuatan, yang
dalain'tihdalcan medik dapat dik'elom-
pokkan menjadi kemungkinw, ymbi

1. Tindakan Dokter atas dasar indlkasi

medik dengan per^tdjnan pasien.

Apabila,seorang ddkter membedah
pasien dengan pertimbangan medik
atau sesuai dengan kritena yang
ditetapkan, sesuai dengan disipUn il-
miinya, maka' perbuatan tersebut
dapat dibenarkan. Sebagaimana yang
dimuat dalam Undang-undahg No. 6
Tahun 1963,' bahwa membedah
didasarkan atas wewenang prbfiKional
dari dokter" yang diakui oleh
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pemhdang-undangan-yang mengatur
tentang hak atau wewenang dokter
dalam menerapk^'ihhu-dan ketfam-
piian' "prbfesiohalnya; '̂ Dengan
demikiah' hak dan wewenang pirofe-
sibnal merupakan dasar pembenarah
yuridis yaiig nieniadakan sifat
melawan^'hukuninya perbuatan'
dokter. ^ .

Apakah persetujuan pasien juga
merupakan alasan -pembenar ?
Menumt Soerjono Soekanto, sebenar-
nya'bukan mempakan dasar'umum
pengecualianidari perbuatan pidana.
Akan tetapi dalam beberapa hal, maka
suatu persetujuan dapat meniadakan
sifat melanggar hukum, misalnya.
pelanggaran 'terhadap hak-hak yang
terbuka atau''umum yaitu melukai
iawan dalam'pertandihgan tinju (Jef
Leibo, 1986 : 6-7).^ Dalam keadaan
seperti ini, Simon mengatakan bahwa
persetujuan^ untuk mengadakan
operasi^ deiigah,' tujuan pemuUhan
kesehatan, meniadakan sifat melawan
hukum dari perbuatan tersebut: Tin
dakan medik ini tergantung pada niat
atau tujuan. Jika dengan maksiid un
tuk memulihkan kesehatan dan
dilakukan sesuai deiigah disiplin ii-
munya, tidaklah dapat dikenakan
pasal'351 dari 352 KtlHP tentang
perigaiiiayaan. YuriSpradensi telah
ihembenarkan tindakari'medik dokter;
yaitu sepahjang' tindakan medik
dilakukan menumt cara-ciara dan tu
juan profesi kedbkterari, tidak
dikenakw pasal tentang penganiayaan
(HR 1902, "iO Pebmari);'Walaupun
nantinya -. tindakan iriedik
mengakibatk'an kead^ yang tidak di-
inginkan, seperti'matinya pasien.
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2. Tindakan medik dokter atas dasar

indikasi medik tetapl tidak atau tan-
pa persetujuan paslen.

Berdasarkan atas pertimbangan
tersebut di atas, maka dokter yang
meiakukan pembedahan pasien tanpa
persetujuan dapat didakwa meiakukan
kekerasan, seperti apa yang diatur
dalam pasal 89 KUHP. Tetapi kea-
daaii di sekitar perbuatan ikut
mempengaruhi perbuatan dokter
sekaligus sebagai alasan pengecualian.
Misalnya, dijumpai kasus gawat
danirat atau keadaan yang segera atau
secara langsung mengancam jiwa
penderita, maka dokter dapat bertin-
dak tanpa persetujuan pasien.

3. Tindakan medik tanpa dasar in
dikasimedik tapl dengan persetujuan
pasien.

Tindakan dokter yang meiakukan
kegiatan medik misalnya pembedahan
tanpa indikasi medik, namun dengan
persetujuan pasien harus dilihat
terlebih dulu mengenai keadaan
setelah terjadinya perbuatan. Akibat
yang terjadi itu dilarang oleh hukum
atau tidak. Jika sekiranya menjadi
lebih baik, tentu saja tidak melawan
hukum, tetapi sebaliknya, jika
mengakibatkan akibat yang dilarang
maka dokter harus bertanggung jawab
terhadap tindakannya. Dokter -
walaupun atas persetujuan pasien—
tetap bertanggungjawab akibat dari
perbuatannya, karena tindakannya
bukan merupakan suatu keharusan
sesuai dengan disiplin ilmunya. Lagi
pula tidak ada kaitannya dengan
usaha penyembuhan.
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Dalam kasus ini, maka persetujuan
pasien tidak menghilangkan sifat
dapat dipidananya perbuatan, oleh
karena itu dokter harus bertanggung
jawab terhadap perbuatannya.
Persoalannya adalah bentuk ke-
salahan apak'ah yang patut ditimpakan
kepada dokter ? Hal ini tergantung
pada sikap batin sipelaku dan dokter
serta akibat yang terjadi. Pada umum-
nya kesalahan yang ditimpakan
kepada dokter adalah kealpaan.

4. Tindakan medik dokter tanpa indi
kasi dan tanpa persetujuan pasien.

Perbuatan dokter ini dapat dikate-
gorikan perbuatan pidana. Dokter
bertanggung jawab terhadap akibat
perbuatannya, karena pelbagai
kemungkinan kesalahan yang ditimpa
kan kepadanya tergantung niat atau
sikap batin dokter serta akibat-akibat-
nya, antara lain dapat dikenakan pasal

•89, 351, 352, 353, 359, 360, 361, 338
atau 340 KUHP.

Dari keempat variasi hubungan
antara dokter dengan pasien tersebut
jika timbul keadaan yang dilarang
oleh undang-undang pada 'umumnya
kesalahan yang ditimpakan kepada
dokter berupa kealpaan. Bila dikait-
kan dengan bentuk kealpaan dalam
hukum pidana, maka tingkat kealpaan
itu dapat bervariasi. Kasus pertama
dan kasus kedua dapat dipersalahkan
karena tidak mengadakan penduga-
penduga yang perlu menurut hukum,
mungkin berbentuk culpa lata atau
culpa levisima. Sedangkan terhadap
kasus ke tiga dan ke empat, dapat
dipersalahkan karena tidak mengada
kan penghati-hatian yang diperlukan
menurut hukum. Namun tidaklah
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menutup kemungkinan bentuk ke-
salahannya berupa kesengajaan, ter-
gantung pada sikap batin dan keadaan
di sekitar yang menyertai perbuatan.

ni. Penutup.

Dokter dalam menjalankan tugas
profesinya terikat dengan norma-
norma, baik bersumber dari Kpde Etik
Kedokteran Indonesia maupun per-
aturan perundang-undangan yang
berlaku, di samping itu dokter hams
berbuat terhadap pasien sesuai dengan
kaidah-kaidah ilmiah disiplin ilmu
kedokteran, pengalaman, dan
ketrampilan.

Walaupun dokter mempunyai
kewenangan bertindak terhadap
pasien dalam usaha penyembuhan
penyakit atau luka-luka, tapi dengan
adanya peraturan perundang-
undangan tersebut hubungan dokter
dengan pasien terikat dengan suatu
"kontrak" yang mewajibkan dokter
agar menghormati hak-hak pasien dan
kaedah profesinya. Dalam batas-batas
tertentu dokter dapat dipersalahkan
karena melakukan perbuatan pidana
atau melanggar aturan hukum pidana.

Pada umumnya dokter yang di
persalahkan karena melakukan mala-
praktek kedokteran dan selanjutnya
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dipersalahkan karena melakukan
perbuatan pidana disebabkan karena
adanya kelalaian atau kealpaan.
Sedangkan kealpaan dokter berasal
dari karakteristik hubungannya
dengan pasien.
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